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Abstract. The phenomenon of single-candidate elections and blank ballots poses political communication challenges for 

election organizers. The 2024 Gresik Regency Election, contested by only one candidate pair and resulting in 40.28% 

blank ballots, provides the empirical context of this study. This research examines the political communication 

strategies of the Gresik District General Election Commission (KPU) in socializing the blank ballot using Jürgen 

Habermas’s theory of communicative action. Employing a qualitative instrumental case study, data were collected 

through interviews, observations, and documentation. The findings show that KPU’s communication was dominated 

by instrumental rationality focused on procedural and regulatory compliance. While claims of truth, neutrality, and 

accuracy were maintained, limited public dialogue hindered the fulfillment of honesty and comprehensibility claims, 

causing blank ballots to be interpreted as political protest. The study’s novelty lies in positioning KPU as a 

communicative actor dominated by instrumental rationality in single-candidate elections. 
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Abstrak. Fenomena pemilihan calon tunggal dan surat suara kosong menimbulkan tantangan komunikasi politik bagi 

penyelenggara pemilu.  Pemilihan Bupati Gresik 2024, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan 

menghasilkan 40,28% surat suara kosong, menjadi konteks empiris penelitian ini.  Penelitian ini mengkaji strategi 

komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong 

menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas.  Menggunakan studi kasus instrumental kualitatif, data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Temuan menunjukkan bahwa komunikasi KPU 

didominasi oleh rasionalitas instrumental yang berfokus pada kepatuhan prosedural dan regulasi.  Meskipun klaim 

kebenaran, netralitas, dan akurasi dipertahankan, dialog publik yang terbatas menghambat pemenuhan klaim 

kejujuran dan keterpahaman, menyebabkan surat suara kosong ditafsirkan sebagai protes politik.  Keunggulan 

penelitian ini terletak pada pemosisian KPU sebagai aktor komunikatif yang didominasi oleh rasionalitas 

instrumental dalam pemilihan umum dengan satu calon. 

Kata Kunci - pilkada; calon tunggal; strategi; sosialisasi; komunikasi

 I. PENDAHULUAN  

Pemilu, atau pemilihan umum, merupakan proses demokratis di mana para pemimpin negara dipilih secara sah.  

Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme transfer kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat dan diakui sebagai pilar 

fundamental demokrasi. [1],  [2]. Fenomena kontestasi satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

mencerminkan dinamika yang semakin muncul dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia.  Penyediaan surat 

suara kosong (kotak kosong) dalam pemilihan dengan satu calon dimaksudkan untuk menjaga legitimasi demokrasi 

dengan terus menawarkan pilihan alternatif kepada pemilih.  Namun, dalam praktiknya, fenomena ini tidak hanya 

menimbulkan masalah administratif tetapi juga menghadirkan tantangan terkait komunikasi politik antara 

penyelenggara pemilu dan masyarakat. [3]. 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 menjadi contoh penting fenomena surat suara kosong.  

Pemilu hanya menampilkan satu pasangan calon, Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif, yang didukung oleh koalisi 

besar partai politik, sehingga tidak ada pasangan calon alternatif.  Situasi ini menempatkan pemilih dalam pilihan 

biner yang sah secara hukum: memilih pasangan calon tunggal atau memilih surat suara kosong.  Tingginya proporsi 

suara yang diberikan untuk surat suara kosong dalam pemilihan Gresik 2024 mengindikasikan ketegangan antara 

prosedur demokrasi dan persepsi publik terhadap kualitas persaingan politik.  Dominasi koalisi partai politik besar 

yang mendukung satu pasangan calon tunggal membuat pemilih hanya memiliki dua pilihan: memilih pasangan calon 

tunggal atau surat suara kosong. [4]. Kondisi ini menciptakan situasi politik yang tidak normal yang mengharuskan 

masyarakat memahami makna, fungsi, dan konsekuensi dari pilihan politik semacam itu [5]. 
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Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran strategis sebagai aktor dalam komunikasi 

politik [6]. KPU tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang 

membangun dan menyampaikan makna politik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.  Melalui praktik 

komunikasi politiknya, KPU menentukan bagaimana masyarakat memahami fenomena calon tunggal dan surat suara 

kosong sebagai pilihan yang sah dalam pemilihan kepala daerah [7]. 

Tingginya proporsi suara kosong dalam Pemilihan Bupati Gresik 2024, yang mencapai 40,28%, mengindikasikan 

masalah serius dalam proses komunikasi politik selama pelaksanaan pemilihan.  Angka ini tidak boleh hanya diartikan 

sebagai preferensi pemilih, melainkan sebagai indikasi ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan oleh KPU dan 

pemahaman publik tentang konsep pemilihan calon tunggal serta surat suara kosong.  Situasi ini diperkuat lagi oleh 

gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil, GENPABUMI, yang berpendapat bahwa sosialisasi 

opsi surat suara kosong belum dilakukan secara optimal [8]. Mengingat fenomena ini, KPU Kabupaten Gresik harus 

menerapkan strategi komunikasi politik yang tepat dan memperkenalkan inovasi dalam upaya sosialisasi untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang surat suara kosong dan pemilihan calon tunggal dalam proses pemilu 

mendatang. 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena pemilihan kepala daerah dengan satu calon sebagian besar telah 

dianalisis dari perspektif konfigurasi politik elit dan dominasi koalisi partai.[9]. Studi lain menyoroti dampak 

fenomena surat suara kosong terhadap partisipasi politik publik, yang sering ditandai dengan rendahnya tingkat 

pemahaman pemilih mengenai implikasi pilihan tersebut dan menurunnya kepercayaan terhadap proses politik lokal 

[10]. Selanjutnya, penelitian tentang peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pemilihan kepala daerah 

sebagian besar memposisikan lembaga tersebut sebagai aktor administratif dan normatif yang bertugas melaksanakan 

tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan, termasuk melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi kepada 

masyarakat.[11]. 

Sejumlah penelitian telah mengkaji fenomena pemilihan tunggal calon dan keberadaan surat suara kosong dalam 

pemilihan kepala daerah; namun, penelitian-penelitian ini umumnya berfokus pada konfigurasi kekuasaan politik, 

tingkat partisipasi pemilih, atau aspek normatif administrasi pemilihan.  Penelitian sebelumnya belum cukup 

mengeksplorasi strategi komunikasi politik KPU dalam pemilihan tunggal calon, khususnya dalam kasus di mana 

surat suara kosong mendapat dukungan signifikan dari pemilih.  Masih kurang penelitian yang memposisikan KPU 

sebagai aktor komunikatif yang praktiknya dapat dianalisis secara kritis, termasuk ketegangan antara tuntutan 

netralitas dan objektivitas dengan realitas upaya sosialisasi publik. 

Kesenjangan penelitian ini sangat relevan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2024.  

Pemilu hanya melibatkan satu pasangan calon, memaksa pemilih untuk memilih antara pasangan calon tunggal dan 

surat suara kosong.  Hasil pemilu menunjukkan bahwa surat suara kosong menerima 40,28% suara, persentase tinggi 

yang mencerminkan isu-isu terkait pemahaman dan penerimaan publik terhadap mekanisme pemilu calon tunggal.  

Porsi suara kosong yang signifikan menunjukkan masalah dalam komunikasi politik antara penyelenggara pemilu dan 

pemilih.  Selanjutnya, persentase suara kosong yang tinggi dapat diartikan sebagai ekspresi protes dan ketidakpuasan 

politik di kalangan sebagian pemilih terhadap pemilihan yang hanya menampilkan satu pasangan calon. 

Oleh karena itu, peran KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi pemilih 

menjadi sangat penting.  Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memeriksa bagaimana pesan dibangun, 

disampaikan, dan dipahami oleh masyarakat.  Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis strategi 

komunikasi politik KPU dalam konteks pemilihan umum calon tunggal menggunakan pendekatan teoretis yang 

melihat komunikasi sebagai proses saling pengertian, bukan hanya transmisi informasi satu arah. 

Studi yang menganalisis strategi komunikasi KPU dari perspektif teori tindakan komunikatif masih terbatas, 

terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen 

Habermas.  Teori ini dipilih karena fokusnya pada pencapaian pemahaman bersama mengenai surat suara kosong dan 

pemilihan calon tunggal yang bebas dari manipulasi dan dominasi berbagai aktor [12]; [13]. Menurut Habermas, teori 

ini menekankan empat klaim validitas: kebenaran, kebenaran, ketulusan, dan keterpahaman [14]. Keempat klaim ini 

digunakan untuk menganalisis praktik komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara 

kosong selama Pemilihan Kepala Daerah 2024.  Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas 

administratif upaya sosialisasi, tetapi juga untuk menilai sejauh mana komunikasi memenuhi prinsip-prinsip 

rasionalitas dan berhasil menciptakan saling pengertian antara penyelenggara pemilu dan pemilih [15] 

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi politik 

yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong selama 

Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat dipahami dari perspektif teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas.  Oleh 

karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis strategi komunikasi politik KPU Kabupaten 

Gresik dalam mensosialisasikan surat suara kosong menggunakan kerangka teori tindakan komunikatif.   
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II. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi 

kasus instrumental.  Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi isu dan fenomena sentral, yang 

kemudian diperiksa lebih dalam dan detail. [16]. Studi kasus instrumental dipilih karena kasus yang sedang diselidiki 

tidak dipandang sebagai fenomena unik atau terisolasi, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam 

mensosialisasikan keberadaan surat suara kosong pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, menggunakan tiga 

metode pengumpulan data, dengan masing-masing melibatkan informan yang dipilih.  Pertama, wawancara mendalam 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan detail dari aktor kunci yang terlibat dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2024.  Informan ini meliputi Ketua KPU Kabupaten Gresik, Koordinator Divisi 

Hukum, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, ketua, sekretaris, dan 

petugas humas partai politik pendukung pasangan calon tunggal untuk memahami dinamika komunikasi politik 

selama pemilu, serta masyarakat umum sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. 

Kedua, observasi dilakukan untuk menguji proses komunikasi politik yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Gresik 

melalui pengamatan langsung, pencatatan, dan analisis kegiatan relevan yang terkait dengan masalah penelitian. 

Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung analisis dan interpretasi.  Data yang dikumpulkan 

meliputi foto, dokumen resmi, dan transkrip wawancara [17]. Pengumpulan data dilakukan mulai dari kegiatan 

sosialisasi awal yang dilakukan oleh KPU hingga tahap penghitungan suara.  Studi ini berfokus pada KPU Kabupaten 

Gresik sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi strategi komunikasi politik. 

Studi ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk analisis data.  Teknik analisis ini terdiri dari 

tiga tahap.  Yang pertama adalah reduksi data, yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

transformasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan relevansi dan 

signifikansi terhadap fokus penelitian, khususnya aspek yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik KPU dalam 

mensosialisasikan surat suara kosong kepada masyarakat.  Tahap kedua adalah tampilan data, yang melibatkan 

pengorganisasian data untuk mengungkapkan pola komunikasi yang diterapkan oleh KPU, efektivitas strategi yang 

diterapkan, dan respons publik terhadap sosialisasi surat suara kosong.  Tahap ini juga memfasilitasi identifikasi isu-

isu yang muncul dan perencanaan langkah-langkah analitis selanjutnya.  Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi, yang mensintesis data yang dianalisis dengan mempertimbangkan aspek, komponen, faktor, dan 

dimensi yang relevan [2]. 

In Dalam penelitian ini, teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas digunakan sebagai kerangka analisis untuk 

memahami strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan surat suara kosong.  Konsep-konsep kunci teori 

tersebut, khususnya klaim validitas, digunakan sebagai alat analisis.  Klaim kebenaran berfokus pada konsensus 

mengenai dunia objektif dan alamiah dan digunakan untuk menilai apakah komunikasi politik yang dilakukan oleh 

KPU selaras dengan realitas pemilih dalam mengakses informasi terkait keberadaan dan makna surat suara kosong.  

Klaim kebenaran normatif berkaitan dengan penerapan norma-norma yang berlaku dalam dunia sosial dan digunakan 

untuk menganalisis sejauh mana strategi komunikasi politik KPU selaras dengan norma sosial, nilai-nilai demokrasi, 

dan kerangka peraturan yang berlaku.  Klaim ketulusan atau keaslian berfokus pada kesesuaian antara niat internal 

aktor dan ekspresi komunikatif mereka, serta digunakan untuk mengevaluasi kejujuran, transparansi, dan keaslian 

KPU dalam mensosialisasikan surat suara kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik.  Sementara itu, 

klaim keterpahaman digunakan untuk menilai kejelasan dan kemudahan pemahaman pesan yang disampaikan, 

memungkinkan terjalinnya pemahaman bersama antara KPU dan masyarakat tanpa ambiguitas atau kesalahpahaman 

dalam proses komunikasi politik [18]. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Komunikatif dengan menguji empat klaim 

validitas, yaitu klaim kebenaran, klaim kebenaran, klaim keaslian atau ketulusan, dan klaim keterpahaman.  Klaim 

kebenaran dalam teori tindakan komunikatif merupakan elemen krusial yang mencerminkan sejauh mana komunikasi 

merepresentasikan realitas objektif, khususnya dalam konteks penyebaran informasi publik.  Klaim ini juga 

menggambarkan realitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.  Pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada pemilih.  Klaim ini tidak hanya 

memberikan komunikasi yang informatif, tetapi juga divalidasi secara empiris melalui realitas yang dapat diamati 

dalam praktik. Oleh karena itu, kebenaran adalah salah satu aspek penting dari tinfakan komunikatif, karena berfungsi 

untuk memverifikasi bahwa informasi yang disampaikan konsisten dengan realitas yang ada [19].  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Ahmad 

Taufik, kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU selama Pilkada Gresik 2024 telah dilaksanakan.  Kegiatan-kegiatan 
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ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu interaksi tatap muka dan jangkauan langsung.  Strategi ini diadopsi 

untuk memastikan bahwa informasi mengenai opsi kotak kosong dan pemilihan calon tunggal dapat diterima secara 

efektif oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik. 

  Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan organisasi masyarakat, 

mahasiswa, dan jurnalis, serta melalui sesi peningkatan kapasitas untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat kecamatan dan desa.  Selain itu, KPU memanfaatkan 

platform media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan YouTube, serta situs web resmi KPU Kabupaten Gresik, 

sebagai saluran penyebaran informasi.  Temuan ini menunjukkan bahwa, secara faktual, KPU telah menjalankan 

perannya dalam menyampaikan informasi publik sesuai dengan mandat kelembagaannya sebagai badan 

penyelenggara pemilu. 

   Penyebaran informasi yang faktual ini juga tercermin dalam pengalaman beberapa anggota 

masyarakat sebagai penerima pesan.  Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui 

tentang opsi kotak kosong sebelum pemilihan lokal dan mendapatkan informasi ini melalui percakapan antarpribadi 

di antara warga.  Kesadaran ini terutama terkait dengan situasi di mana hanya satu pasangan calon yang maju, karena 

calon potensial lainnya gagal memenuhi persyaratan pencalonan.  Temuan ini menunjukkan bahwa informasi 

mengenai keberadaan opsi kotak kosong telah beredar secara faktual dan diketahui di kalangan pemilih, meskipun 

saluran penerimaan informasi tersebut tidak selalu berasal langsung dari platform komunikasi resmi KPU. 

  Penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU menunjukkan bahwa berbagai strategi telah digunakan 

untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pilkada yang melibatkan kontestasi satu calon dan opsi 

kotak kosong.  Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga menggabungkan media sosial 

sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas.  Pendekatan ini konsisten dengan temuan dari Ambarwati et, 

al(2023) yang menunjukkan bahwa sosial media efektif dalam menjangkau segmen masyarakat yang tidak tercakup 

secara memadai oleh metode sosialisasi konvensional. 

 Berdasarkan data yang diperoleh, 40,28% pemilih memilih opsi kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten 

Gresik 2024, yang menunjukkan bahwa pesan-pesan mengenai kotak kosong belum sepenuhnya dipahami oleh 

masyarakat.  Kurangnya pemahaman ini mencerminkan kesenjangan antara penyebaran informasi yang membingkai 

kotak kosong sebagai pilihan suara yang sah dan persepsi publik yang menyamaratakannya dengan kolom suara calon 

tunggal.  Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam 

penyampaian informasi yang efektif.  Beberapa pemilih menganggap kotak kosong itu hanya sebagai ungkapan 

kekecewaan atau bahkan menyamakannya dengan golput, alih-alih menyadarinya sebagai pilihan konstitusional 

dengan konsekuensi politik tertentu.  Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi mungkin telah 

disampaikan secara lengkap, kebenaran komunikatif pesan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai realitas 

objektif dalam pemahaman pemilih.  Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari semua kecamatan menunjukkan bahwa 

rata-rata partisipasi pemilih di antara pemilih terdaftar adalah 66,85%.  Angka ini menunjukkan penurunan minat 

publik dalam menggunakan hak pilih.  Pemilih yang kurang memahami pentingnya opsi kotak kosong cenderung 

menganggapnya tidak berarti, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam 

pemilihan lokal.  

 Dalam kerangka Habermas, klaim kebenaran tidak dinilai hanya berdasarkan keberadaan informasi, tetapi 

berdasarkan keberhasilannya dalam merepresentasikan dunia objektif dengan cara yang mudah dipahami dan diterima 

secara bersama.  Dalam konteks ini, upaya sosialisasi KPU telah memenuhi aspek kebenaran penyampaian informasi; 

namun, belum sepenuhnya menjembatani kesenjangan antara realitas kelembagaan KPU dan realitas kognitif 

masyarakat sebagai penerima pesan.  Dengan demikian, klaim kebenaran dalam strategi komunikasi politik KPU 

Kabupaten Gresik telah dilaksanakan secara prosedural, namun tetap menghadapi keterbatasan dalam menumbuhkan 

pemahaman bersama tentang realitas politik kotak kosong sebagai pilihan yang sah dan bermakna dalam pemilihan 

kepala daerah dengan satu calon.  

 Klaim kebenaran dalam teori tindakan komunikatif mengacu pada sejauh mana tindakan komunikatif dapat 

diterima secara normatif dalam komunitas sosial.  Dalam konteks ini, klaim kebenaran berfungsi sebagai instrumen 

penting untuk menilai apakah strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU mencerminkan norma-norma sosial yang 

berlaku[21].  Oleh karena itu, strategi komunikasi politik harus dievaluasi tidak hanya dari prespektif teknis tetapi 

juga dalam hal relevansinya dengan karakteristik dan konteks sosial masyarakat.  

 Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik yang melibatkan pasangan calon tunggal, klaim 

kebenaran dalam komunikasi politik KPU didominasi oleh referensi peraturan perundang-undangan.  Hal ini tercermin 

dalam pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik, yang menekankan bahwa upaya 

pengawasannya difokuskan untuk memastikan terpenuhinya semua tahapan pemilu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Bawaslu menyatakan bahwa tugas utama pengawas pemilu adalah memastikan 

"KPU telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," sambil mengakui bahwa 

kotak kosong adalah "sah dan dapat dipilih oleh masyarakat."  Pernyataan ini menunjukkan adanya pengawasan yang 
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ditingkatkan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa legitimasi hukum formal diseimbangkan dengan pertimbangan 

normatif substantif. 

 Temuan wawancara menunjukkan bahwa KPU telah berupaya menjaga netralitas dalam strategi komunikasi 

politiknya.  Hal ini terlihat jelas dalam pendekatan segmentasi yang digunakan, yang mencakup kegiatan sosialisasi 

yang menargetkan mahasiswa universitas (Universitas Muhammadiyah Gresik), pemilih pemula (SMAN 1 Menganti), 

komunitas jurnalis Gresik, dan pemilih perempuan Kristen.  Namun, meskipun ada upaya segmentasi ini, KPU belum 

menjangkau semua segmen masyarakat.  Terutama, KPU tidak memanfaatkan lingkungan masyarakat yang dicirikan 

oleh nilai-nilai agama yang kuat secara memadai, dan juga tidak melibatkan seluruh spektrum komunitas agama dalam 

kegiatan sosialisasinya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Partai Gerindra, tampaknya KPU belum menerapkan strategi 

komunikasi yang cukup tepat untuk masyarakat Kabupaten Gresik.  Komunikasi yang dibangun oleh KPU juga belum 

memadai dalam memberikan keterlibatan komunikatif yang adil dan komprehensif.  Selain itu, KPU belum cukup 

menciptakan ruang sosial yang selaras dengan nilai-nilai agama masyarakat yang kuat, yang berkontribusi pada 

terbatasnya efektivitas strategi komunikasinya. 

 Dari perspektif publik sebagai penerima pesan, klaim kebenaran dalam komunikasi pemilihan kepala daerah 

calon tunggal juga dipahami dalam kerangka normatif demokrasi.  Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa 

masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam proses demokrasi bahkan ketika hanya ada satu calon, dan memilih kotak 

kosong dianggap sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan dengan calon yang ada.  Pernyataan ini 

mengindikasikan bahwa, secara normatif, mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu calon dan keberadaan 

kotak kosong dapat diterima sebagai bagian dari praktik demokrasi.  Dengan kata lain, masyarakat tidak 

mempertanyakan legitimasi formal mekanisme ini, melainkan menafsirkannya sebagai ruang yang sah untuk ekspresi 

politik.  

 Dari perspektif Habermasian, klaim kebenaran yang direduksi menjadi kepatuhan prosedural berisiko 

kehilangan dimensi komunikatifnya.  Norma-norma diperlakukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi, bukan 

sebagai hasil dari proses pembenaran diskursif yang melibatkan publik.  Dalam kasus Pilkada Gresik, kehati-hatian 

KPU dalam menjelaskan posisi kotak kosong dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga netralitas dan menghindari 

pelanggaran hukum.  Pada saat yang sama, sikap ini membatasi ruang untuk wacana normatif mengenai makna kotak 

kosong sebagai bentuk ekspresi politik warga negara dalam demokrasi elektoral.  

 Penilaian ini diperkuat lebih lanjut oleh temuan wawancara dengan Ainul, yang menunjukkan bahwa KPU 

belum menerapkan strategi komunikasi yang selaras dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Gresik, khususnya 

nilai-nilai keagamaan mereka yang kuat.  KPU belum cukup fokus dalam menciptakan ruang sosial yang berlandaskan 

nilai-nilai keagamaan, dan juga belum secara aktif melibatkan tokoh agama, sehingga mengakibatkan penyebaran 

informasi yang tidak merata di kalangan masyarakat.  Dengan demikian, klaim kebenaran dalam komunikasi politik 

KPU Kabupaten Gresik dapat dianggap kuat secara formal, karena didukung oleh kepatuhan terhadap peraturan dan 

pengakuan dari lembaga pengawas serta partai politik.  Namun, legitimasi normatif ini lebih beroperasi dalam logika 

sistem hukum daripada dalam rasionalitas komunikatif, sebagaimana diartikulasikan oleh Habermas.  Kebenaran 

tindakan dinilai melalui kesesuaian prosedural daripada melalui pembentukan pemahaman bersama yang normatif 

antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.  Hal ini merupakan keterbatasan utama dari klaim kebenaran dalam 

komunikasi KPU dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan satu calon.  

Dengan demikian, klaim kebenaran dalam komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dapat dianggap kuat 

secara hukum dan formal, karena didukung oleh kepatuhan terhadap peraturan dan pengakuan dari lembaga pengawas 

serta partai politik.  Namun, legitimasi normatif ini lebih beroperasi dalam logika sistem hukum daripada dalam 

rasionalitas komunikatif, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Habermas.  Kebenaran tindakan diukur melalui 

kesesuaian prosedural daripada melalui pembentukan pemahaman bersama yang normatif antara penyelenggara 

pemilu dan masyarakat.  Ini merupakan keterbatasan utama dari klaim kebenaran dalam komunikasi KPU dalam 

konteks pemilihan kepala daerah dengan satu calon.  

 Klaim ketulusan dalam teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas mengacu pada bentuk validitas yang 

berfokus pada kesepakatan bersama mengenai hubungan antara dunia batin individu dan ekspresi yang disampaikan 

kepada publik.  Dalam konteks pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik tahun 2024, klaim ketulusan digunakan 

untuk menguji strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong kepada pemilih [22]. 

 Dalam konteks Pilkada Kabupaten Gresik 2024, klaim ketulusan digunakan untuk menilai sejauh mana 

pernyataan KPU mengenai keterbukaan, dialog, dan partisipasi publik tercermin dalam implementasi strategi 

komunikasi politik terkait sosialisasi kotak kosong dan kontestasi calon tunggal.  Berdasarkan wawancara dengan 

Ketua KPU Kabupaten Gresik, lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk menciptakan ruang dialog dengan 

berbagai lapisan masyarakat dan menunjukkan sikap terbuka terhadap undangan dan umpan balik publik. 

 KPU masih dianggap terbatas dalam keterlibatannya dengan masyarakat, karena langkanya forum yang 

difasilitasi oleh lembaga tersebut telah berkontribusi pada kesalahpahaman publik mengenai informasi tentang kotak 

kosong dan kontestasi calon tunggal.  Data di atas menunjukkan bahwa meskipun KPU secara formal membuka ruang 
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dialog dengan masyarakat, keterbukaan tersebut sebagian besar bersifat reaktif, karena KPU cenderung hanya terlibat 

ketika diundang oleh anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait kotak kosong.  Keterbatasan 

ini telah mengakibatkan keterlibatan langsung yang tidak memadai antara KPU dan masyarakat, yang pada gilirannya 

menghambat pengembangan pemahaman publik yang lebih mendalam tentang pentingnya kotak kosong sebagai 

pilihan pemungutan suara yang sah.  Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara strategi komunikasi yang 

direncanakan dan realitas di lapangan.  KPU belum menyebarkan informasi secara merata mengenai kotak kosong 

dan kontestasi calon tunggal, terutama di daerah yang masih belum terjangkau.  Klaim ketulusan tidak dapat diukur 

hanya melalui ekspresi verbal keterbukaan, tetapi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang mendukung 

pembentukan komunikasi dua arah yang komprehensif. Dalam hal ini, strategi komunikasi politik KPU dalam 

mensosialisasikan kotak kosong belum sepenuhnya memenuhi klaim ketulusan. 

 Dari perspektif Habermasian, klaim ketulusan terpenuhi ketika komunikasi tidak hanya mencerminkan sikap 

keterbukaan yang eksplisit, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan yang memperkuat kepercayaan dan partisipasi 

publik.  Dalam konteks ini, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik mengungkapkan kesenjangan antara 

komitmen normatifnya terhadap keterbukaan dan praktik komunikasi yang diamati di lapangan.  Kesenjangan ini 

menunjukkan bahwa klaim ketulusan belum sepenuhnya terpenuhi, karena komunikasi sebagian besar tetap reaktif 

dan belum secara aktif mendorong dialog publik yang inklusif, egaliter, dan berkelanjutan. 

 Klaim keterpahaman dalam teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas merupakan klaim validitas terakhir, 

menekankan bahwa pesan komunikasi politik harus disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh 

penerima pesan.  Dalam konteks penelitian ini, klaim ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pesan yang 

disampaikan oleh KPU Kabupaten Gresik mengenai opsi kotak kosong dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat 

Kabupaten Gresik sebagai pemilih aktif dalam Pilkada 2024 [23]. 

 Komunikasi dapat dianggap berhasil ketika pesan yang disampaikan dipahami dengan jelas oleh penerima 

tanpa menimbulkan ambiguitas.  Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU, dapat dijelaskan bahwa KPU telah 

menyebarkan informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, forum masyarakat, dan sesi pelatihan bagi 

petugas PPS dan KPPS.  Namun, penggunaan media sosial sebagai saluran utama untuk sosialisasi belum sepenuhnya 

menjangkau segmen penduduk yang kurang familiar dengan platform digital, khususnya penduduk di daerah pinggiran 

dan kelompok usia lanjut.  

 Wawancara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan bahwa sebagian 

masyarakat yang tidak puas dengan calon tunggal cenderung menyalurkan kekecewaan mereka dengan memilih kotak 

kosong.  Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dibangun oleh KPU belum sepenuhnya dipahami 

oleh masyarakat.  Banyak anggota masyarakat belum menerima informasi yang jelas dan memadai, sehingga terjadi 

ketidakseimbangan informasi antara opsi kotak kosong dan alternatif calon tunggal.  Observasi ini diperkuat lagi oleh 

pernyataan Wakil Ketua Partai Golkar, Khamim. 

  Temuan wawancara dengan Partai Golkar menunjukkan bahwa meskipun struktur internal partai telah 

menyebarkan informasi ke semua tingkatandari atas hingga akar rumput realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

banyak anggota masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pemilihan yang melibatkan kotak kosong dan calon 

tunggal.  Partai Golkar telah menyampaikan informasi melalui media digital seperti Instagram, serta melalui pamflet 

dan media cetak; namun, penerimaan dan pemahaman publik terhadap opsi kotak kosong dan kontestasi calon tunggal 

tetap tidak merata. 

  Keterbatasan dalam pemahaman ini secara langsung tercermin dalam pengalaman anggota masyarakat 

sebagai penerima pesan.  Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah berpartisipasi 

dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan tidak mengetahui adanya ruang dialog atau forum 

komunikasi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal mereka.  Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

meskipun informasi telah disebarkan melalui berbagai media, tidak semua anggota masyarakat mengalami proses 

komunikasi langsung yang memungkinkan klarifikasi dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam. 

 Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam klaim keterpahaman bukan terletak 

pada kurangnya informasi, tetapi pada keterbatasan proses komunikasi dialogis yang memungkinkan publik 

memahami konsekuensi politik dari setiap opsi yang tersedia.  Beberapa segmen masyarakat terus menafsirkan kotak 

kosong sebagai bentuk golput atau hanya sebagai ungkapan kekecewaan, daripada sebagai pilihan konstitusional 

dengan implikasi politik tertentu.  Pengetahuan publik yang terbatas mengenai prosedur kotak kosong dan pemilihan 

calon tunggal menjadi bukti lebih lanjut bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KPU belum sepenuhnya efektif.  

Banyak warga negara menganggap golput sama dengan mendukung kotak kosong, yang menyebabkan 

kesalahpahaman dalam proses demokrasi. Menurut Septiani et al, (2025)  fenomena kotak kosong sering kali dilihat 

sebagai bentuk protes publik terhadap kualitas calon yang diajukan oleh partai politik, sehingga berkontribusi pada 

kondisi sosial politik yang kurang ideal.   
 Selanjutnya, ketidakpuasan pemilih terhadap pasangan calon tunggal telah mendorong sebagian pemilih 

untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka dengan memilih kotak kosong.  Dari perspektif Habermasian, klaim 

keterpahaman tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kapasitas aktor komunikatif 
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untuk menyesuaikan bahasa dan media komunikasi agar pesan dapat dipahami secara setara.  Dalam konteks ini, 

strategi komunikasi politik KPU terus menunjukkan keterbatasan dalam menyusun pesan yang mudah dipahami oleh 

semua lapisan masyarakat.  Akibatnya, proses komunikasi belum sepenuhnya memenuhi klaim keterpahaman, karena 

sebagian pemilih masih kurang memahami posisi dan makna kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan 

satu calon. 

 Berdasarkan temuan dan pembahasan secara keseluruhan, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik 

dalam mensosialisasikan keberadaan kotak kosong pada Pilkada 2024 menunjukkan kecenderungan dominasi 

rasionalitas instrumental atas rasionalitas komunikatif.  Rasionalitas instrumental tercermin dalam orientasi KPU 

terhadap pemenuhan kewajiban prosedural, kepatuhan terhadap peraturan, dan pencapaian target teknis sosialisasi 

melalui segmentasi audiens dan distribusi informasi.  Pendekatan ini memposisikan komunikasi terutama sebagai 

sarana formal transmisi pesan daripada sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun pemahaman bersama. 

  Akibatnya, meskipun informasi disampaikan secara faktual (klaim kebenaran) dan KPU menunjukkan 

komitmen normatif terhadap netralitas (klaim kebenaran), proses komunikasi tidak sepenuhnya mewujudkan 

keterbukaan dialogis yang konsisten (klaim ketulusan) maupun memastikan tingkat pemahaman yang sama di antara 

pemilih (klaim keterpahaman).  Dari perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa 

komunikasi politik yang dibangun sebagian besar tetap searah dan strategis, sehingga gagal menumbuhkan ruang 

publik yang memungkinkan tercapainya konsensus rasional di antara para aktor.  Oleh karena itu, pemenuhan klaim 

validitas yang terbatas tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis dalam praktik sosialisasi, tetapi lebih pada orientasi 

komunikasi yang mengutamakan efektivitas instrumental daripada rasionalitas komunikatif dimana dialog, partisipasi, 

dan pemahaman bersama diposisikan sebagai tujuan utama. 

 VII. SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis yang didasarkan pada teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, penelitian ini 

menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong 

pada Pilkada 2024 telah memenuhi aspek prosedural penyebaran informasi dan kepatuhan regulasi, namun belum 

sepenuhnya mencapai efektivitas komunikasi yang bersifat dialogis dan substantif.  Secara faktual, KPU telah 

menjalankan fungsi komunikasi publiknya melalui berbagai saluran formal, sehingga relatif memenuhi klaim 

kebenaran dan keadilan di tingkat kelembagaan.  

 Namun, pemenuhan ini belum disertai dengan penguatan klaim ketulusan dan klaim keterpahaman, yang 

keduanya membutuhkan keterbukaan dialogis, kesetaraan posisi komunikatif, dan internalisasi makna politik oleh 

publik sebagai pemilih.  Akibatnya, informasi mengenai kotak kosong cenderung dipahami secara parsial, ambigu, 

atau direduksi menjadi bentuk golput atau ekspresi ketidakpuasan, alih-alih diakui sebagai pilihan konstitusional 

dengan implikasi politik tertentu. 

  Berdasarkan temuan dan pembahasan secara keseluruhan, strategi komunikasi politik Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan opsi kotak kosong pada Pilkada 2024 menunjukkan 

kecenderungan dominasi rasionalitas instrumental atas rasionalitas komunikatif.  Rasionalitas instrumental tercermin 

dalam orientasi KPU terhadap pemenuhan kewajiban prosedural, kepatuhan terhadap kerangka peraturan, dan 

pencapaian target teknis sosialisasi melalui segmentasi audiens dan penyebaran informasi.  Pendekatan ini 

memposisikan komunikasi terutama sebagai sarana formal transmisi pesan daripada sebagai proses dialogis yang 

bertujuan membangun pemahaman bersama. 

  Akibatnya, meskipun informasi disampaikan secara faktual (klaim kebenaran), dan netralitas normatif 

dipertahankan secara institusional (klaim kebenaran), proses komunikasi tidak secara konsisten memfasilitasi 

keterbukaan dialogis (klaim ketulusan) maupun memastikan kesetaraan pemahaman di antara pemilih (klaim 

keterpahaman).  Dari perspektif teori tindakan komunikatif Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi 

politik yang dipraktikkan sebagian besar masih bersifat satu arah dan strategis, sehingga gagal menciptakan ruang 

publik yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama yang rasional di antara para aktor. 

  Akibatnya, pemenuhan klaim validitas yang terbatas bukan hanya hasil dari kendala teknis dalam 

sosialisasi, melainkan berasal dari orientasi komunikatif yang mengutamakan efektivitas instrumental daripada 

rasionalitas komunikatif, yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pemahaman bersama sebagai inti komunikasi 

demokratis. 
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